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PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DINAS

SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan telah

divefikasi serta ditetapkan, serta telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 18

Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024

Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025, sehingga

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2025.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stadar Pelayanan Minimal; Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan

dari kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

Kabupaten Tebo Tahun 2016-2025 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5

Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang mengenai perubahan ketentuan dalam

Pasal 3 Peraturan Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

Tahun Anggaran 2025, yang meliputi sistematika penyusunan Perubahan Renja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

terdiri atas Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai Dengan Triwulan II, Rencana Kerja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo,

serta Penutup.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2025.

Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024.

Batang Tubuh: 6 Halaman


